SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pembagian,
Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran
2023;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54935), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1496);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 61 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

Desa adalah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1)

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Selatan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemegang Kekuasaan  Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan
tugas PPKD.

Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah
penerimaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan
besaran tertentu yang bersumber dari ADD.

Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan Kepala Desa
dan Perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari
ADD.

Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
Bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes;



(2)

Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran,
penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes;

(3) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa

dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III
PENGGUNAAN ADD

Pasal 3

(1) ADD diprioritaskan digunakan untuk:

(2)

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Tunjangan dan operasional BPD;

Operasional Pemerintahan Desa;

Membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desadan pembinaan
kemasyarakatan.

Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis, dan kemampuan
keuangan Desa.

ppo o

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

Total Pagu Dana ADD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023
adalah sebesar Rp. 58,702,006,000,- (Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus
Dua Juta Enam Ribu Rupiah) diperuntukan bagi seluruh Desa di
Kabupaten Bengkulu Selatan.

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 5

Rincian ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan

berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi dasar;

b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis desa; dan

Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa;

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam Kabupaten

Bengkulu Selatan sebesar 79,4 % (tujuh sembilan koma empat) dari

total ADD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, ADD dihitung dengan bobot Alokasi sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh perseratus) Rasio Jumlah Penduduk Setiap Desa
Terhadap total penduduk Desa;

b.40% (empat puluh lima perseratus) Rasio jumlah penduduk miskin
setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa;

c. 20% (dua puluh perseratus) Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
luas wilayah Desa Kabupaten; dan

d. 30 %(tiga puluh perseratus) Rasio IKG setiap Desa terhadap total
IKG Desa Kabupaten.

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa

sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing



ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik dan
kependudukan tahun 2020.

(6) Perhitungan rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF= {(0,10xZ1)+(0,40xZ2)+(0,20xZ3)+(0,30xZ4)xAF}
Keterangan:
AF setiap Desa =Alokasi formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Kabupaten.

Zz2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
Kabupaten.

ADD kab = Besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah
Desa dalam Kabupaten

BAB V
PEMBAGIAN

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1)
(2)

(3)

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Mekanismepenyaluran ADD dilakukanmelalui pemindah bukuan dari

rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD
setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu
ketiga bulan Juni;

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD setiap
Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan

c. Tahap IIl sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa
setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen

persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala
Desa;

b.Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I;

c. Tahap III berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan
dari Kepala Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian



keluaran ADD tahun berjalan sampai dengan tahap II.
Pasal 8

(1) Kepala Desa menetapkan APBDes setelah mendapat persetujuan dari
BPD dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;

(2) Penyusunan dan penetapan APBDes sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) Berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat Dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan
penyaluran ADD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal, 12 Januari 2023

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI
Diundangkan di Manna
Pada Tanggal, 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd
Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002






